BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/429 [/VII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Menimbang

Mengingat

DAN DOKUMENTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara
Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Membentuk  Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi dengan susunan personil sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas :

a. PPID utama :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan
Informasi dan dokumentasi;

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi;

3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan

pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu;

4. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan, dan memberi pelayanan

informasi dan dokumentasi kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi dan
dokumentasi publik;



10.

11.

12.

13.

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;

menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi yang dilakukan
oleh PPID Pembantuy;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan;

mengesahkan informasi dan dokumentasi yang
layak untuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola,
dan memelihara informasi dan dokumentasi;
dan

membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa

informasi yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

PPID Pembantu bertugas :

1.

2.

membantu  PPID Utama  melaksanakan
tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
menyampaikan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6
(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon
informasi secara cepat, tepat, berkualitas
dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi
bahan dan data lingkup komponen di
lingkungan Kementerian Dalam
Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah masing-masing menjadi
bahan informasi publik; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan  pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan.



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sy _ Ditetapkan di Masamba
PARAF KOORDlN&SE pada tanggal 3 Juli 2017
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 429 /[ WVII /2017
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM PPID | KET.
1 2 3 4
1. | SEKRETARIS DAERAH KAB.
LUWU UTARA Atasan PPID

2. | KADIS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA ke

3. | KABAG. HUMAS DAN
PROTOKOL Bidang Pelayanan Informasi
SETDA KAB. LUWU UTARA

4. | KABID PENGELOLAAN
INFORMASI DAN SALURAN | Bidang Pengelola Informasi
KOMUNIKASI Publik
DINAS KOMINFO

5. | KABID PERSANDIAN DAN : ‘
STATISTIK Bidang Do}l:;.lsrinentam dan
DINAS KOMINFO P

6. | KABAG. HUKUM DAN Bidang Pengaduan dan
PERUNDANG - UNDANGAN Penyelesaiaan Sengketa
SETDA KAB. LUWU UTARA Informasi

7. | KEPALA DINAS / BADAN /
KANTOR / CAMAT / LURAH Atasan PPID Pembantu
/ DESA / DIREKTUR BUMD

8. | SEKRETARIS DINAS /

BADAN /
INSPEKTUR/KANTOR /
KECAMATAN / KELURAHAN
/ DESA / BUMD

PPID Pembantu
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